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KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR : 421.9/ \9 /SK-PNF /2018

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang

Mengingat

BERSUJUD DESA KERSIK PUTIH KECAMATAN BATULICIN
KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

:a. bahwa berdasarkan proposal permohonan ljin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) pada program
kesetaraan oleh penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) Bersujud;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Per?didikan
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 421.9/132-MS/Disdik/2015
Tanggal 15 September 2015;

c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 421.9/1279-MS/Disdikbud/2018 Tanggal
13 Juli 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢ perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Yayasan PKBM
Bersujud Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten
Tanah Bumbu.

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Luar Sekolah;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana
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Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Ke

%013 tentang Satuan Pendidika
epublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877).

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 201 4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008
Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Nomor 19);

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

budayaan Nomor 81 tahun
n  Nonformal (Berita Negara
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' MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) YAYASAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BERSUJUD DESA

KERSIK PUTIH KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH
BUMBU.

KESATU . Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan
Nonformal (PNF) Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Bersujud Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah
Bumbu terhitung mulai Tanggal 19 Juli 2018 s.d 19 Juli 2020.

KEDUA . Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran
berdirinya Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Yayasan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bersujud Desa Kersik Putih
Kecamatan Batulicin menjadi tanggung jawab Yayasan/ Lembaga.

KETIGA - Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum
yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan  atau Lembaga/Penyelenggara  Program Pendidikan
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan
keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan  kena,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik. Berkewajiban membuat
laporan tertulis mengenai Perkembangan Kelompok Belajar/Warga
Belajar yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA - Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi
maka Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dapat mencabut kembali
keputusan ini.

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan scbagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin
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KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 421.9/ 5 /SK-PNF/2018
TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN I1ZIN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
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